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Sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat diakses UMKM, BMT 
memiliki landasan serta prosedur yang mengatur kegiatan yang dilakukan BMT. 
Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan 
dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Karena kemudahan akses dan 
prosedur, BMT cukup mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. 
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip 
koperasi diterapkan pada BMT mengingat BMT merupakan lembaga keuangan 
syariah yang berkembang cukup baik. 
Berdasarkan pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk 
dalam penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan 
dokumentasi. Kemudian data dianlisis menggunakan deskripsi-analisis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: 1) Penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 




Mentari Muhammadiyah Purwokerto meliputi Standar operasional manajemen 




Kata Kunci: Prinsip Koperasi, Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 
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 As a microfinance institution that can be accessed by MSMEs, BMT has 
a foundation and procedures that regulate the activities carried out by BMT. 
Cooperative principles are the basic rules that apply in cooperatives and serve as 
guidelines for cooperative work. Because it is quite easy to access and procedures, 
BMT is able to compete with other financial service institutions. Therefore, this 
study aims to analyze how the cooperative principle is applied to BMT 
considering that BMT is a sharia financial institution that is developing quite well. 
Based on the approach, the research conducted by the researcher is 
included in qualitative research. Research data were collected through interviews 
and documentation. Then the data were analyzed using description-analysis. 
The results showed that: The results showed that: 1) The application of 
cooperative principles at the BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto was 
in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs 
Number 11/Per/M.KUKM/XII/2017. 2) The application of cooperative principles 
in BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto includes business 
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“I am powerful, I can do anything, but not everything” 
 
“I'm telling you, people. Everyday we wake up is another blessing. Follow your 
dreams and don't let anyone stop you. Never say never.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 
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(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
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A. Latar Belakang 
Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perorangan 
atau badan hukum koperasi, dengan modal iuran dari masing-masing anggota 
untuk menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhannya bersama dengan nilai 
dan prinsip koperasi. Secara umum BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil 
berkedudukan sejajar dengan koperasi dimana BMT berbadan hukum koperasi 
yang sama-sama berada dinaungan dinas koperasi. Hanya saja hal lain yang 
membedakan BMT dengan koperasi dimana BMT dijalankan dengan prinsip 
syariah. 
Terdapat beberapa jenis koperasi antara lain koperasi produksi, 
koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Dimana 
salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan 
kepentingan para anggotanya. Untuk itu masing-masing kelompok masyarakat 
yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. 
Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam 
beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut (Kasmir, 2016 : 
254). 
Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank, BMT 
mempunyai kegiatan operasional yang hampir mirip dengan perbankan yaitu 
menghimpun dan menyalurkan dana yang kegiatannya diawasi oleh Dewan 
Pengawas Syariah atau DPS. Modal awal BMT bersumber dari modal sendiri, 
modal penyertaan dan dana amanah. Modal sendiri didapat dari simpanan 
pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi.  
Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan 
dimana koperasi melaksanakan prinsip koperasi antara lain, keanggotaan 
bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa 





masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap 
modal, dan kemandirian. 
BMT termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara baik, 
disamping inovasi dan berbagai usaha penyaluran dan penghimpunan dana. 
Manajemen adalah kondisi operasional koperasi syariah secara umum dan 
risiko yang mungkin ditimbulkannya. Manajemen umum meliputi strategi, 
struktur, sistem, dan kepemimpinan. (Nur s Buchori, 2019 : 184 ) 
Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi Syariah maka 
dibentuklah kebijakan tentang penilaian Kesehatan koperasi pada Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, yang salah satu 
aspeknya adalah tentang kepatuhan koperasi terhadap prinsip Syariah. Dari 
hal ini diharapkan, koperasi mampu menjalankan kegiatan operasionalnya 
sesuai dengan prinsip yang berlaku demi meningkatkan kepercayaan kepada 
masyarakat dan anggotanya.  
Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu 
kesejahteraan para anggota dala bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai 
dengan sudut pandang Syariah, yaitu prinsip gotong royong (ta’waun ala 
birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, 
seperti Firman Allah SWT, dalam QS Al-Maidah [5]: 2 
لُّۡوا ش ع ا   نُۡوا َل  تُح  ۡين  ٰام  ا الَّذ  ـا يُّه 
َل  الۡ  ر  ى  ٰيٰۤ ۡدى  و  َل  اۡله  ام  و  ـر  َل  الشَّۡهر  اۡلح  يۡ  د  ى  ق ل   ّٰللاه  و  م  
ٰۤ ٰا  َل  ن  اۡلب ۡيت  و 
انًا  ۡضو  ر  ۡم و  ب  ه  ۡن رَّ ام  ي ۡبـت غُۡون  ف ۡضًل م   ـر  َ ااۡلح  ل ۡلتُۡم ف اۡص ا ذ ا ح  دُّۡوُكۡم ؕ دُۡوا و  ن ٰاُن ق ۡوٍم ا ۡن ص  نَُّكۡم ش  م  ر  ۡۡ َل  ي   و 
ام  ا ۡن ت ۡعت دُۡوا ـر  د  اۡلح   ۡ ۡس ت ع او   ۘع ن  اۡلم  التَّۡقٰوى و  ل ى اۡلب ر   و  ان   ۖنُۡوا ع  اۡلعُۡدو  م  و 
ۡۡ ل ى اَۡل  نُۡوا ع  َل  ت ع او  اتَّقُوا ّٰللاه   ۖ و    و 
ق اب   ۡيدُ اۡلع  د   ا نَّ ّٰللاه  ش 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan 





kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena 
mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 
sangat berat siksaan-Nya.” 
BMT Dana Mentari Purwokerto sebagai KSU (Koperasi Serba Usaha) 
yang kegiatan usahanya diberbagai bidang seperti produksi ataupun konsumsi 
yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi. BMT Dana mentari 
mempunyai visi yaitu menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas 
ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), memakmurkan kehidupan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT sebagai 
LKMS mengalami perkembangan yang cukup cepat dimana BMT berperan 
sebagai mitra usaha yang mana lebih fleksibel dalam pengajuan pembiayaan 
dan pembagian dalam bentuk bagi hasil atau margin atau mark-up yang 
proporsional (Dana Mentari Purwokerto, 2016).  
Berdasarkan petimbangan diatas maka perlu adanya tinjauan seberapa 
tepat dan tepat penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari. Yang 
mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 
koperasi pada BMT Dana Mentari dan peran serta anggota dalam setiap 
kegiatan di dalam BMT tersebut. Peneliti memilih BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto karena BMT tersebut termasuk KSU dan 
memiliki asset yang besar serta telah memiliki beberapa cabang. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami 
permasalahan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 
Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari 





dalam dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan 
batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut: 
1. Prinsip Koperasi  
Menurut KBBI, prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi 
pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan koperasi 
merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya 
dengan cara melayani dan menghimpun serta memberikan pinjaman kepada 
anggotanya (koperasi simpan pinjam) (KBBI, 2019). Menurut PERATURAN 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG 
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN 
PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI Bab I pasal 1 bahwa, 
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah kesesuaian dengan standar operasional yang tercantum 
pada PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN 
USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH 
KOPERASI. 
2. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Lembaga keuangan 
yang berfungsi menghimpund dan menyalurkan dana kepada masyarakat 
dengan prisip Syariah dan dalam skala mikro. BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto berdiri sejak tahun 1995, bertempat di 





pelayanan kepada anda baik para peminjam dana ataupun penyimpanan dana 
(Dana Mentari Purwokerto, 2016). BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah tanpa unsur bunga atau 
rate dan dilandaskan persaudaraan serta kerjasama sehingga senantiasa 
menciptakan rasa keadilan.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas makan dapat dirumuskan 
pokok permasalahan dari penelitian ini adalah. Bagaimana penerapan prinsip 
koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan 
Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017? 
 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip koperasi pada kegiatan 
operasional BMT Dana Mentari berdasarkan Permen Koperasi dan UKM 
Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017.  
 
 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 
terkait antara lain : 
a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan 
khususnya mengenai bagaimana prinsip koperasi dijalankan pada BMT. 
b. Bagi akademisi, sebagai tambahan informasi maupun rujukan baru tentang 






c. Bagi instansi terkait, sebagai acuan bagi manajemen agar dapat mengambil 
langkah yang tepat dalam kegiatan maupun operasional BMT sesuai 
dengan Prinsip Koperasi yang seharusnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
1. Telaah Pustaka 
Skripsi KOPERASI DAN BMT: SEBUAH FENOMENA SUMBER 
DANA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT oleh Mikhriani Dosen Jurusan 
Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Yang membahas mengenai pentingnya peranan koperasi dan BMT dalam 
perekonomian serta tantangan yang masih ada di dalam BMT.  
Skripsi ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH 
TERHADAP PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM 
NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR 
DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015) oleh 
Bayu Pamungkas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 
Yang membahas mengenai apakah setiap koperasi syariah telah beroperasi 
sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. 
Selanjutnya jurnal yang berjudul MENGGAGAS PAYUNG HUKUM 
BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT) SEBAGAI KOPERASI SYARIAH 
DALAM BINGKAI IUS CINSTITUENDUM. Oleh Elfa Murdiana Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Vol. 10, No. 2, Agustus 2016. 
Yang membahas mengenai keberadaan BMT dan landasan hukum BMT 
sebagai badan dibawah naungan koperasi. 
Nurul Fajriah (2017), melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 
SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  SYARIAH 
BMT UGT SIDOGIRI DESA PUNGGUR KECIL”. Penelitian ini bertujuan 





mana besar kecilnya SHU juga dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan 
BMT. Yang mana salah satu fator untuk keberlangsungan hidup koperasi 
adalah ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan serta kewajiban yang 
harus di penuhi pula (Fajriah, 2017). 
Novita Dewi Masyithoh (2014), melakukan penelitian yang berjudul 
“ANALISIS NORMATIF  UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS 
BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
(BMT)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status  badan 
hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 
Fadillah Mursid (2018), melakukan penelitian yang berjudul 
“KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI 
INDONESIA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
seharusnya kelembagaan yang boleh digunakan BMT serta terkait dengan 




























Pada penelitian Mikhriani 
membahas mengenai 
peranan koperasi dan 
BMT serta tantangan 
yang harus dihadapi. 
Sedangkan pada 
penelitian ini, penulis 
meneliti mengenai 
bagaimana prinsip 
koperasi diterapkan pada 















KASUS DI BMT 
AKBAR DAN 
Yang membahas mengenai 
apakah setiap koperasi 
syariah telah beroperasi 
sesuai dengan prinsip dan 
aturan Syariah. 
Sedangkan pada 
penelitian ini, peneliti 
lebih mengacu pada 
apakah BMT sudah 
beroperasi sesuai dengan 
prinsip dan aturan 




















Yang membahas mengenai 
keberadaan BMT dan 
landasan hukum BMT 
sebagai badan dibawah 
naungan koperasi. 
Perbedaannya dengan 
penelitian ini adalah 
dimana objek penelitian 













Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana 
perkembangan SHU dari 
tahun ketahun yang mana 
besar kecilnya SHU juga 
dipengaruhi oleh besar 
kecilnya pendapatan 
BMT. Yang mana salah 
satu fator untuk 
keberlangsungan hidup 
koperasi adalah 






serta kewajiban yang 
harus di penuhi pula. 
Sedangkan pada 
penelitian ini peneliti 
hanya berfokus apakah 
pada pembagian SHU 
sesuai dengan ketentuan 







UNDANG NO. 1 












Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana 
status  badan hukum dan 
pengawasan BMT 
sebelum dan sesudah 
adanya Undang-Undang 




penelitian ini adalah 
peneliti ingin mengetahui 
bagaimana prinsip 
koperasi diterapkan 
apakah sudah sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 












yang boleh digunakan 
BMT serta terkait dengan 
aspek permodalan pada 
BMT. Yang membedakan 
adalah pada penelitian ini, 
peneliti ingin mengetahui 
bagaimana penerapannya 
dalam kegiatan 




2. Kerangka Teoritik 
a. Tinjauan Umum BMT 
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 
maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak 
dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan 
dan penyaluran dana komersial (Mikhriani, 2011).  
b. Koperasi  
Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah 
lama dikenal di Indonesia yang dipelopori oleh Bung Hatta sebagai 
bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-
orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan Bersama (Dr., 2016). 
Koperasi dibentuk atas berdasarkan asas kekeluargaan dimana 





Sumber dana koperasi diwajibkan untuk menyetorkan uang untuk 
sumbangan pokok dan ada pula sumbangan wajib. Beberapa sumber 
dana koperasi antara lain : 
1) Dari anggota : 
● Iuran wajib 
● Iuran pokok 
● Iuran sukarela 
2) Dari luar koperasi 
● Badan pemerintah 
● Perbankan  












































BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
Hasil wawancara mengenai penerapan prinsip koperasi 
pada BMT Dana Mentari MuhammadiyahPurwokerto 
Wawancara untuk mengetahui 
Bagaimana penerapan prinsip koperasi (Permen Koperasi 
dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017) pada 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ? 
Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 
Kegiatan Operasional  
Standar operasional manajemen yang meliputi 









F. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika pemabahasan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab yang 
masing – masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut: 
BAB I PENDAUHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, defisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 
sistematika pembahasan 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menyajikan landasan teori dalam penelitian yang didasarkan pada 
teori – teori yang relevan, membahas telaah penelitian terdahulu. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, 
populasi dan sampel penelitian, metode analisa data yang digunakan serta 
menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian. 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi variabel, hasil analisis 
data yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang berisi 








A. Koperasi  
1. Pengertian Koperasi Syariah 
Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa inggris 
cooperation yang berarti usaha bersama, sedangkan dalam Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, “Koperasi adalah 
badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 
kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.” 
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi Syariah 
adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, 
otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya 
menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan 
memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, 
sebagaimana diajarkan dalam agama islam (Buchori, Harto, & Wibowo, 
2019). 
Konsep utama koperasi syariah adalah usaha yang didirikan secara 
bersama-sama dimana masing-masing memberikan kontribusi serta 












2. Tujuan Koperasi Syariah 
a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, 
yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram, 
sebagaimana Firman Allah SWT : 
 
ن ِۗ ا نَّٗه ل ُكْم  َٰ ْي َُٰوت  الشَّ َل  ت تَّب عُْوا ُخ ي  بًا ۖوَّ ٰلًل ط  ا ف ى اَْل ْرض  ح  مَّ ا النَّاُس ُكلُْوا م  ب ْين  ٰي ا يُّه  ع دُوٌّ مُّ  
 
 “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah 
[2]:168) 
b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini 
didasarkan perintah Allah SWT agar manusia menjalin silahturahmi 
(hubungan) yang baik dengan manusia lain.  
فُْوا ۚ ا نَّ  ى ل  ل ت ع ار  ق ب اٰۤ ع ْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ج  اُْنٰثى و  ْن ذ ك ٍر وَّ ل ْقٰنُكْم م   ا النَّاُس ا نَّا خ  ُكْم ٰي ا يُّه  م  ْند   ا ْكر   ّٰللاه  ا تْٰقىُكْم ِۗا نَّ ع 
ب ْير   ل ْيم  خ   ّٰللاه  ع 
 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujarat [49]:13). 
c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 
berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan 
kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal 
karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas 






3. Karakteristik Koperasi Syariah 
Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan di atas, maka 
koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain : 
a) Mengakui hak milik 
b) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba) 
c) Berfungsinya institusi ziswaf 
d) Mengakui mekanisme pasar yang ada 
e) Mengakui motif mencari keuntungan 
f) Mengakui kebebasan berusaha 
g) Mengakui adanya hak bersama. 
4. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah 
Pada koperasi syariah, transaksi didasarkan atas penggunaan apakah 
untuk pembiayaan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keduanya 
diperlakukan berbeda, untuk usaha produktif misalnya anggota membutuhkan 
usaha untuk suatu proyek, maka dapat menggunkan Kerjasama (musyarakah) 
atau bagi hasil (mudharabah), sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya 
dapat menggunakan prinsip jual beli (murabahah) (Buchori, Harto, & 
Wibowo, 2019). Beberapa peran dan fungsi koperasi syariah antara lain : 
1) Manajer Investasi  
Yang dimaksud dengan manajer investasi adalah koperasi syariah 
dapat menjadi agen atau penghubung pemilik dana. Koperasi syariah akan 
menyalurkan kepada anggota yang berhak mendapat dana ataupun anggota 
yang telah ditunjuk oleh pemilik dana. 
2) Investor  
Peran sebagai investor (shahibul maal) bagi koperasi syariah adalah 
jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak 
lain diserahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk dikelola tanpa persyaratan 






Sebagai investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya ke dalam 
berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai. 
3) Fungsi Sosial 
Sesuai dengan karakteristiknya, koperasi syariah buka semata-mata 
lembaga profit, tetapi memiliki kewajiban pelayanan sosial, baik kepada 
anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada msyarakat dhuafa. 
Misalnya, kepada anggota yang membutuhkan pinajaman darurat (emergency 
loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengam pengembalian pokok (al 
qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. 
Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti koperasi 
konvensional (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019). 
B. Prinsip Koperasi 
1. Pengertian  
Berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam 
dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip koperasi 
merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri 
dari : 
a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka 
b. Pengelolaan bersifat demokratis 
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa masing-masing anggota 
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
e. Kemandirian 
f. Pendidikan perkoperasian 





Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja 
koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang 
membedakannya dengan badan usaha lain (Wibowo & Subagyo, 2017). 
Dalam menjalankan kegiatannya maupun fungsi dan tugasnya untuk 
mewujudkan tata keolola yang sesuai dengan asas good corporate 
governance. Maka perlu dilakukan prinsip koperasi sebagai berikut : 
a. Rapat anggota harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata 
cara yang telah diatur oleh perundang-undangan. 
b. Kegiatan yang dilakukan haruslah sejalan dengan visi dan misi, serta 
nilai-nilai KPS/USP koperasi. 
c. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus dan pengawas 
harus dilaksanakan atas itikad baik, kehati-hatian dan profesional 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 
d. Pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
f. Proses yang didokumentasikan dengan baik sebagai bukti hukum dan 
pelaksanaan (Wibowo & Subagyo, 2017). 
 
Tabel 2. 1 Indikator keberhasilan pelaksanaan 
 
Indikator  Kesesuian pengelolaan dengan prinsip koperasi 
Transparansi   Pengurus wajib memperlihatkan laporan keuangan 
pada anggota KSP/USP menyangkut pembagian 
SHU, dan hal-hal lain terkait dengan pelaporan 
keuangan. 
Akuntabilitas   Pengurus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan 





keputusan lainnya dalam koperasi. 
 Pengurus tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan 
partai politik. 
 Pengurus menyelenggarakan rapat secara berkala 
dan mencatat keputusannya dalam notulen khusus. 
 Tanggung jawab dan kewajiban, hak dan 
wewenang serta gugus tugas pengurus harus jelas 
dan dipahami pengurus tersebut. 
 Pengurus memperhatikan prinsip koperasi dalam 
setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan. 
Tanggung jawab  Pengurus melaporkan laporan keuangan kepada 
anggota setiap dilaksanakan rapat anggota. 
 Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan 
koperasi dengan tata Kelola sesuai dengan GCG 
KSP/USP dan AD/ART Koperasi. 
Profesional   Pengurus senantiasa meningkatkan pengetahuan, 
wawasan, karakter dan kompetensinya dibidang 
perkoperasian. 
 Pengurus berhak memperoleh tunjangan sebagai 
pengurus dan imbal jasa berupa gaji yang sesuai 
dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang 
berlaku. 
 Jika terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan 
oleh pengurus, maka pengurus wajib dikenakan 
sanksi sesuai dengan AD/ART koperasi atau 
hukum yang berlaku. 
Keadilan   Setiap pengurus harus diberikan kesejahteraan 






 Setiap anggota koperasi berhak menilai dan 
memberikan saran yang membangun kepada 
pengurus melalui rapat anggota. 
 Individu yang dipilih sebagai pengurus haruslah 
bukan dari keluarga dengan ketua pengurus atau 






2. Standar Operasional Manajemen 
Menurut Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 Standar Operasional Manajemen adalah 
struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang 
dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi 
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi anggota, calon anggota, 
koperasi lain dan/atau anggotanya., baik KSPPS maupun USPPS koperasi 
wajib mengatur dan memberlakukan standar operasi manajemen. Standar 
operasi yang berlaku wajib diterapkan dalam pengelolaan usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah.  
a. Standar Operasional Manajemen Usaha  
Standar operasional manajemen usaha sebagaimana dimaksud 
Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 
terdiri atas: 
1) Penghimpunan dan penyaluran dana; 





3) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;  
4) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;  
5) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan; 
6) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan; 
7) Agunan; 
8) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan; 
9) Analisis pinjaman dan pembiayaan; 
10) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi; dan 
11) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah. 
 
 
b. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan  
Sebagaimana dimaksud pada Permen Koperasi dan UKM 
Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas: 
1) organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi; 
2) Pengelolaan organisasi; 
3) Pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi; 
4) Pembagian dan penggunaan SHU; 
5) Prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan 
6) Prosedur pembubaran KSPPS. 
3. Standar Operasional Prosedur 
Sedangkan yang dimaksud standar operasional prosedur pada 
Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai beberapa proses 
penyelenggaraan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat 







Sebagaimana yang tercantum pada Permen Koperasi dan UKM 
Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 BAB II mengenai Kelembagaan Usaha 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, bahwa : 
Bagian Kesatu  
Umum 
Pasal 2 
1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat 
dilaksanakan oleh:   
a. KSPPS; dan  
b. USPPS Koperasi. 
2) Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian 
Koperasi oleh Menteri. 
3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.  
4) KSP dilarang membentuk USPPS Koperasi. 
5) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi dilarang membentuk 
dan/atau memiliki USP Koperasi. 
6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha 
lainnya. 
7) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada 
papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan. 
8) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan 
untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga 







Bagian Ketiga  
Pembentukan USPPS Koperasi  
  
Pasal 4  
1) USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer dan Koperasi 
Sekunder. 
2) USPPS Koperasi Sekunder beranggotakan Koperasi yang 
melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 
3) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan 
ekonomi yang sama dan manfaat bagi Anggota serta kelayakan usaha. 
4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan 
hukum dari Menteri. 
5) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum 
tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dan 
pembiayaan syariah dalam anggaran dasarnya, apabila melakukan 
kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib 
mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar 
dengan mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 
di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang. 
6) Koperasi yang membentuk USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam 
dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha. 
7) USPPS Koperasi yang telah mencapai Aset paling sedikit 








C. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 
1. Pengertian 
Istilah baitul maal berasal dari bahasa Arab, yaitu kata bait dan al 
mal. Bait yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti 
harta benda atau kekayaan. Jadi, baitul maal secara harfiah berarti rumah 
harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum islam, baitul 
maal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, 
menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan 
syariat (Imaniyati, 2018).  
Harun Nasution berpendapat bahwa, baitul maal bisa diartikan 
sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Pengertian lain 
dikemukakan oleh Amin Aziz bahwa BMT adalah balai usaha mandiri 
terpadu yang dikembangkan dari kosep baitul maal wat tamwil. Dari segi 
baitul maal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, infak, dan 
sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, 
miskin. Pada aspek baitul tamwil , BMT mengembangkan usaha-usaha 
produktif untuk meningkatka pendapatan pengusaha kecil dan anggota 
(Imaniyati, 2018).  
Seperti yang dikemukanan Amin Aziz, bahwa BMT melaksanakan 
dua jenis kegiatan yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul tamwil 
berkegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dengan 
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. 
Sedangkan baitul maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta 









2. Karakteristik BMT 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BMT 
melaksanakan dua macam kegiatan yaitu baitul maal dan baitul tamwil. 
BMT sendiri didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga 
memungkinkan adanya perputaran dana pada masyarakat. Selanjutnya, 
Aris Mufti mengemukakan karakteristik BMT sebagai LKMS, yaitu 
sebagai berikut : 
 
Tabel 2. 2 Karakteristik LKMS (BMT) 
 
Elemen  Keterangan  
Manajemen  a) Peran pengurus sebagai tokoh masyarakat 
mempengaruhi kinerja manajemen/pengelola 
b) Memiliki hubungan yang baik antar BMT 
c) Budaya kekeluargaan dan syariah 
Operasional  a) Belum memiliki SOP, hanya ada buku 
pedoman kerja 
b) Rata-rata sudah memiliki cabang (dalam area 
kabupaten) 
c) Sistem penyimpanan dokumentasi hanya 
meggunakan filling cabinet, tidak tahan api 
d) OH cost: 3-6%; BOPO: 67-79% 
SDM a) Bentuk kelembagaan, koperasi 
b) Struktur organisasi sederhana, masih ada 
jabatan rangkap dipengelola 
c) Karyawan 5-75 orang 
Rasio Keuangan a) CAR: 13-18% 





c) BDR: 1-3% 
d) Aset: Rp 125 juta – Rp 25 Juta 
Pemasaran a) Target market: multidimensi, untuk seluruh 
segmen (anggota dan non anggota) 
b) Sosialisasi 
c) Jumlah nasabah 100-11.000 
d) Jumlah debitor 50-200 per A/O 
e) Plafond Lending: Rp 100.000- Rp 25 Juta 
Control/Pengawasan a) Belum ada unit control yang indeoendent, 
masih rangkap oleh manajer/pimpinan 
pengelola 
b) Ada pengawasan terhadap produk oleh Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) 
 
3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya BMT di Indonesia 
Keberadaan BMT tidak dapat dilepaskan dari aktivitas UKM, 
penyebarannya yang luas namun banyak memiliki keterbatasan terutama 
menyangkut pembukuan. Untuk memajukan UKM ekonomi syariah 
sangat cocok untuk bisnis melihat proyeksi ke depan.  
Menurut Umar Chapra, The Select on Hunger mendapatkan bahwa 
penyediaan kredit kecil bagi usaha-usaha mikro pada sektor ekonomi 
informal di negara-negara berkembang secara signifikan dapat 
meningkatkan standar hidup golongan miskin, menambah ketersediaan 
makanan, dan membawa perbaikan berkesinambungan pada 
perekonomian lokal. Menyediakan kredit bagi pengusaha kecil juga 






Selain itu lahirnya BMT juga didorong oleh faktor pengembangan 
usaha mikro yang dijalankan masyarakat, dimana masyarakat tidak 
mempunyai akses pada Lembaga keuangan yang menyebabkan 
meningkatnya jasa rentenir untuk mengatasi masalah keuangan. Dengan 
hal ini, BMT diharapkan mampu memberikan peran antara lain : 
a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islami 
b) Melakukan pembiayaan usaha kecil, dimana BMT aktif dalam 
kegiatan pembiayaan, pendampingan. Pembinaan, hingga pengawasa 
terhadap usaha-usaha anggota. 
c) Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, dengan adanya BMT 
diharapkan mampu melayani masyarakat dengan jauh lebih baik. 
d) Menjaga keadilan dimasyarakat dengan distribusi yang merata. 
4. Status Hukum BMT 
Dalam kategori Bank Indonesia, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) 
dibagi dua yaitu LKM bank dan LKM nonbank. LKM bank meliputi BRI 
Unit Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang 
berwujud nonbank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT), LSM, KSM, dan lain-lain.  
BMT merupakan Lembaga ekonomi yang tumbuh dan 
berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui Baitul maal-nya 
melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Sedangkan pada Baitul tamwil-nya 
mengembangkan usaha produktif, antara lain memberikan modal kepada 
anggotanya untuk melakukan usaha produktif.  
BMT sebagaimana LKM di Indonesia menghadapi beberapa 
masalah penting, yaitu kepastian hukum. Status hukum BMT dapat dikaji 
berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di 






a) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan. 
Antara lain Firma dan CV yang diatur dalam KUH Perdata, 
selanjutnya PT yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 
b) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan para 
anggotanya atau masyarakat. Koperasi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Yayasan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Yayasan. 
Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama di atas, status hukum 
BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 
a) Status hukum koperasi (KSP, KSU, KBMT, KSBMT) 
b) Status hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan 
bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan 
oleh Pinbuk) 
c) Belum memiliki status hukum. 
Selanjutnya, dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan unsur-unsur 
BMT dengan bentuk usaha lainnya yang dikenal dalam sistem hukum 
nasional, yakni koperasi dan firma/CV. 
 
Tabel 2. 3 Perbandingan BMT dengan koperasi dan Firma/CV 
Aspek  Koperasi  BMT Firma/CV 




a. Badan hukum 
(BMT koperasi) 



































Pengaturan  UU No. 25 
Tahun 1992 








Dari tabel tersebut, BMT memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan 
dengan koperasi dan Firma/CV. Dari beberapa hasil penelitian, saat ini 















Koperasi sebagai badan hukum bagi BMT, mengacu pada 
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 tentang petunjuk 
pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Walaupun 
belum ada payung hukum, beberapa peraturan perundang-undangan yang 
saat ini dijadikan rujukan oleh praktisi BMT berkaitan dengan 
kelembagaan BMT seperti UU No.21 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 
Walaupun selama ini mayoritas BMT menggunakan koperasi, dan 
Sebagian kecil ada yang menggunakan badan hukum yayasan, namun 
selama ini dalam operasionalnya BMT tidak sepenuuhnya melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-Undang Koperasi dan 

















5. Struktur Organisasi BMT 
Menurut Djazuli dan Yadi Janwari, struktur organisasi BMT yang 
paling sederhana harus terdiri atas badan pendiri, badan pengawas, 
anggota, dan badan pengelola (Imaniyati, 2018). Badan pendiri adalah 
orang-orang yang mendirikan BMT. Badan pengawas adalah yang 
berwenang terhadap kebijakan operasional antara lain, memilih badan 
pengelola, menelaah pembukuan, dan memberikan saran kepada badan 
pengelola terkait operasional. Sedangkan badan pengelola adalah sebuah 
badan yang mengelola organisasi, dipilih dari dan oleh anggota yang 
biasanya memiliki struktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. 
 








6. Perkembangan BMT di Indonesia 
Gerakan ekonomi islam di Indonesia mulai aktif kembali ditandai 
dengan lahir dan berdirinya lembaga keuangan yang dinamakan Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992, yang mana 
ini juga merupakan momentum kebangkitan koperasi syariah. 
Lahirnya BMT mampu memberikan warna dan dukungan 
khususnya kepada pengusaha kecil (mikro). Kendati berawal dari sebuah 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), namun BMT memiliki sistem 
Musyawarah anggota 
Manajer  





kerja layaknya sebuah bank. Yang mana hal ini juga merupakan strategi 
untuk menghindarkan BMT dari jeratan hukum bank gelap sesuai dengan 
UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa : 
“ssegala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dalam masyarakat 
dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus 
berbentuk bank” (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019). 
Selanjutnya, pada tahun 1994 berdirilah sebuah Forum Komunikasi 
(Forkom) BMT se-Jabodetabek yang diketuai Efendi Syarief. Salah satu 
tujuan diadakannya Forkom ini adalah mencari solusi payung hukum 
BMT yang mencetuskan ide pendirian BMT dengan badan hukum 
koperasi syariah. Yang mana pada saat itu banyak BMT yang mulai 
beradan hukum koperasi dengan jenis koperasi karyawan yayasan dengan 
membuat akta yayasan terlebih dulu. 
Pada hakikatnya BMT memiliki filosofi koperasi, yaitu basis 
ekonomi rakyat dan falsafah : dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. 
Yang membedakan BMT dengan koperasi adalah teknik operasionalnya, 
dimana BMT mengharamkan bunga dan melihat kaidah halal dan haram 
dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1998 lahirlan Koperasi Syariah 
Indonesia (Kosindo) yaitu koperasi sekunder pertama dengan keputusan 
Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. Yang mana hal ini memancing lahirnya 
sejumlah koperasi sekuder lain seperti Inkopsyah (Induk Koperasi 
Syariah) yang didirikan oleh Dompet Dhuafa Republika.  
Berangkat dari kebijakan BMT yang memfokuskan anggotanya 
pada sektor keuangan, dalam hal penghimpunan dana. Maka bentuk yang 
ideal dari BMT adalah Koperasi Simpah Pinjam Syariah. Namun 
demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalah yang ada, 
seperti jasa sewa, jual beli, tidak menutup kemugkinan dapat berbentuk 





anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit 
Simpan Pinjam (USP) atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 
(USPPS) yang merupakan unit dari KSU Syariah.  
Selanjutnya, usaha lain terus dilakukan. Dimulai pada 2004 dengan 
lahirnya keputusan menteri tentang petunjuk pelaksanaan dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Operasi Manajemen (SOM). 
Disusul dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasi 
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 
tentang penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit 
simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi, dan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa 
keuangan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi 
(Buchori, Harto, & Wibowo, 2019). 
Pada tahun 2015 keluar Per-Men Kop dan UMKM Nomor 
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang mana sejak saat itu, 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah berubah menjadi Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan 
Syariah (KSPPS/BMT) berubah menjadi Unit Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah (USPPS) yang disempurnakan menjadi Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M/KUKM/XII/2017 tentang 
pelaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh 







D. Landasan Teologis  
Prinsip dasar koperasi syariah, sebagaimana Lembaga ekonomi islam 
lainnya, yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri. Sebagaimana 
Firman Allah SWT : 
ٰى  ل  ُ ع  اء  ّٰللاَّ ف  أ  ا  ين  م  اك  س  م  لْ ا ٰى و  ت ام  ي  لْ ا ٰى و  ب  ْر ُ ق ْ ل ي ا ذ  ل  ول  و  سُ لرَّ ل  َّ  و  ٰى لِلَف   ر  ُ ق ْ ل ل  ا ْن أ هْ ه  م  ول  سُ ر 
اكُ  ه  ا ن  م  ُ و  ُوه ذ ُخ وُل ف  سُ مُ الرَّ اكُ آت  ا  م  ۚ و  مْ  كُ نْ اء  م  ي  ن  أْل غْ ن  ا يْ ةً ب  ُول  ون  د كُ ْي َل  ي  يل  ك  ب  ن  السَّ بْ ا مْ و 
ۚ وا  ت هُ نْ ا ف   ُ ه نْ اب   ع  ق  ع  لْ ُ ا يد د  نَّ ّٰللاَّ  ش  إ   ۖ ُوا ّٰللاَّ   َّق ات  و 
 
Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 
adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 
bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah amat keras hukumannya” (QS Al-Hasyr [59]: 7). 
Sebagaimana yang tersirat dalam ayat di atas, bahwa bagaimana 
seharusnya proses distribusi berjalan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip 
pokok yang antara lain adalah, mensejahterakan ekonomi anggota/masyarakat, 
keadilan distribusi pendapatan, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, 
kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Fikri, Yasin, & Jupri, 
2018).  
Dalam prinsip yang terdapat pada BMT salah satu tujuan yang 
dijalankan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai 





haram. Dengan mengharamkan riba dan menggantikannya dengan nisbah atau 
bagi hasil. Hal ini sesuai dengan Firman Allah : 
نْ  ا  ٰات ْيتُْم م   م  ْند  ّٰللاه  ۚو  ال  النَّاس  ف ل  ي ْربُْوا ع  ۠ا ف ْي  ا ْمو  بًا ل  ي ْربُو  ْن ر   ا  ٰات ْيتُْم م   م  ُ  و  ْجه  ّٰللاه  ف ا ْيدُْون  و  ٰكوةٍ تُر  ى ك  ُهُم ز 
ٰۤ
وٰل
فُْون    اْلُمْضع 
 
Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya)”. (QS Ar-Rum [30]: 39). 
Selanjutnya, konsep dasar koperasi yang bersifat kekeluargaan 
menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini 
didasarkan perintah Allah agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan 
manusia yang lain (Buchori, Harto, & Wibowo, 2019).  
 
ق ب ائ ل  ل ت ع ار   ع ْلن اُكْم ُشعُوبًا و  ج  أُْنث ٰى و  ْن ذ ك ٍر و  ل ْقن اُكْم م  ا النَّاُس إ نَّا خ  فُوا ۚ إ نَّ ي ا أ يُّه 
ل يم  خ   ْند  ّٰللاَّ  أ تْق اُكْم ۚ إ نَّ ّٰللاَّ  ع  ُكْم ع  م  ب ير  أ ْكر   
Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(QS Al-Hujarat [49]:13). 
Ayat ini menunjukan bahwa, manusia tidak hanya satu atau dua, tidak 
hanya laki-laki atau perempuan, namun diciptakan dengan berbagai bangsa 
dan suku agar saling mengenal bukan saling bermusuhan dimana kedudukan 





 Metode Penelitian  
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologia, yang menitik 
beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (describing) 
dan pemahaman (understanding) terhadap gejala-gejala yang diamatinya. 
Pemahaman bukan hanya dari sudut pandang peneliti (resreacher’s 
perspective) tetapi yang lebih penting lagi adalah pemahaman terhadap gejala 
dan fakta yang diamati berdasarkan subjek yang diteliti (Hardani, et al., 2020). 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan 
mengenai bagaimana penerapan prinsip koperasi terhadap kegiatan 
operasional pada BMT Dana Mentari Purwokerto sesuai dengan Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017. Jenis penelitian 
deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang diarahkan untuk 
memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis 
dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, et al., 
2020). 
Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah hasil 
wawancara mengenai manajemen maupun kegiatan operasional pada BMT 
apakah sudah sesuai dengan prinsip koperasi. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini yaitu KSU BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto di Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Jawa Tengah. Alasan 





merupakan Jenis BMT berdasarkan koperasi bukan yayasan yang mana perlu 
adanya tinjauan lebih lanjut tentang bagaimana kegiatan operasional berjalan, 
apakah sesuai atau tidak dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017. 
C. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah 10 orang karyawan BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto, yaitu : manager accounting, manager marketing, 
manager kantor layanan, 1 orang admin, 3 marketing, 2 orang teller, dan 1 orang 
IT. Yang terdiri dari : 
1. Manager Accounting  : Khomsatun 
2. Manager Marketing  : Indriyani Nurchasanah 
3. Manager Kantor Layanan : Paryanto 
4. Admin    : Ade Rahmi Sita A 
5. Marketing   : Syaefudin Labib 
  Drajat Aji Saputra 
  Wahyu Yuliarto 
6. Teller    : Reni Yuliatuti 
  Alfina Rahmanika 
7. IT    :  Muhammad Iqbal 
Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan prinsip koperasi pada 
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. 
 
D. Sumber Data 
1. Sumber Primer 
Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 
wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 
penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti (Sarwono, 2006). 
Dengan kata lain data primer merupakan sumber utama dari penelitian. Data 





terhadap 10 karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
sebagai subjek penelitian. 
2. Sumber Sekunder 
Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat 
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. 
Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti 
sebelumnya (Sarwono, 2006). Yang termasuk data sekunder yaitu : 
a. Data bentuk teks   : dokumen,  pengumuman, surat-surat, 
spanduk. 
b. Data bentuk gambar  : foto, animasi, billboard. 
c. Data bentuk suara   : hasil rekaman kaset 
d. Kombinasi teks, gambar dan suara : film, video, iklan ditelevisi dan lain 
sebagainya. 
Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari web 
resmi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan jurnal-jurnal 
terkait. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Metode yang digunakan peneliti adalah observasi. Observasi dilakukan 
untuk mengamati dan kemudian mencatat secara sistematis fenomena atau 
kejadian yang berkaitan dengan data yang diteliti. Observasi dilakukan 
dengan mendatangi langsung ketempat penelitian yaitu BMT Dana Mentari. 
Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat 
berdasarkan web atau situs resmi BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto. 
2. Wawancara 
Dengan wawancara, kita bisa langsung mendapatkan data dari sampel 
yaitu karyawan BMT Dana Mentari dengan memberikan beberapa 





terkait dengan penulis. Dengan wawancara, penulis akan mendapatkan 
informasi mengenai bagaimana kegiatan operasional pada BMT berjalan, 
perkembangan BMT, serta struktur organisasi. 
3. Dokumentasi 
 Dengan meneliti dokumen di BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto, penulis akan mendapatkan data-data mengenai sejarah 
berdirinya BMT, Struktur Organisasi, dan SOP yang berlaku pada BMT 
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data digunakan untuk mengakumulasikan dan mereduksi 
seluruh data primer dan sekunder yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 
Penulis menggunakan model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2016 : 
246).  
Tahapan proses analisis data antara lain : 
1. Analisis Sebelum di Lapangan  
Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 
sekunder yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip koperasi melalui 
observasi pendahuluan yang telah didapat. Tujuan dari analisis ini adalah 
untuk menentukan fokus penelitian walaupun masih bersifat sementara dan 
akan berkembang setelah penyusun memasuki lapangan. 
2. Analisis Data di Lapangan  
Analisis data penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  
a. Reduksi Data (Data Reduction)  
Reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat 





telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila 
diperlukan. Prosesnya melalui penelitian di lapangan dengan perolehan 
sumber data yakni wawancara dan observasi untuk mendapatkan infomasi 
terkait analisis penerapan prinsip koperasi pada BMT Dana Mentari 
Purwokerto.  
b. Penyajian Data (Data Display)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaikan data. Dalam proses display data penyusun melakukan 
organisasi data, mengaitkan data satu dengan data lainnya. Melalui 
penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 
hubungan sehingga akan menghasilkan data yang lebih konkret, 
tervisualisasi, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih mudah 
dipahami oleh pembaca.  
c. Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)  
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap 
ini penyusun melakukan (interpretasi) penafsiran terhadap data, sehingga 
data yang telah diorganisasikan memiliki makna. Hal tersebut dilakukan 
dengan cara membandingkan, pencatatan tema dan pola-pola, dan 
melakukan pengecekan terhadap hasil interview dengan informan dan 






PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
Sejak pertama kali konsep BMT ditemukan, yaitu pada tahun 1990, 
hanya ada beberapa puluh unit BMT yang ada. Mulai pada tahun 1995, BMT 
mulai banyak bermunculan di Indonesia. Salah satu yang terbentuk adalah 
dari sekumpulan muda Muhammadiyah yang bekerjasama dengan YBMM 
(Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah 
: Achmad Sobirin, M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro Husodo, dan 
Nanang Yulianto melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Purwokerto Barat, selaku tuan rumah  yg nantinya ketempatan kantor , serta 
aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, 
sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT 
Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat.  
Setelah melakukan magang dan kami mendapatkan Surat Keputusan dari 
YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM 
tersebut maka  kami berenam sepakat melakukan jadwal  peresmian dan 
disepakati akan dilaksanakan pada hari Ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa 
persiapan administrasi  dilaksanakan oleh  M.Sutopo Aji diantaranya 
mengundang unsur-unsur PCM , PDM dan menembus maka dilaksanakanlah 
Acara Peresmian/Grand Opening BMT Dana Mentari PCM Purwokerto 
Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh Ketua PDM 
Banyumas . Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat 
pengesahan dan lampiran berupa susunan Pengurus dan  tercatat sebagai 
berikut : 
Pembina  : Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta 






Ketua  :  H. Gunawan  
Anggota  :  Saechun Saeradji 
 
Badan Pengurus 
Ketua  : Achmad Sobirin 
Wakil Ketua  : Sutopo Aji 
Sekretaris  : Maryoto, SE 
Bendahara  : Khomsahtun 
Pemasaran  : 1. Nanang Yullianto 
                                    2. Sudiro Husodo 
 
Didalam SK Tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal 
berakhir 25 September  1997, dan bisa diangkat kembali, atau disesuaikan 
dengan Anggara Dasar BMT Dana Mentari. 
Setelah adanya launcing peresmian, kami berenam sepakat untuk 
membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak 
KH. Syamsuri Ridwan yang kebetulan saat itu lagi menjabat ketua MUI 
Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada 
satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achamd Sobirin dan Waryoto 
meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah 
mundurnya Achmad sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari 
keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena 
beliau yang menduduki sebagai wakilnya.  Kantor operasional tetap berjalan 
dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang 
yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola didalam. 
Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT 
Dama Mentari dalam kondisi yang masih seumuran jagung. Dengan inisiatif 





masuklah Rachmat Sofyan pada bulan Nopember 1995 dan Indiyani Nur 
Chasanah pada bulan Desember 1995, serta Suyatman bulan Maret 1996 . 
Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan tertatih-
tatih dengan keterbatasan kemampuan Keuangan dan ketrampilan 
Pengurusnya. Namun karena didorong adanya  semangat perjuangan dan 
rasa tanggung jawab pengurus kamipun terus tergerak untuk mengembang 
amanah itu.   Pada bulan  Mei 1997 kami menambah  lagi satu karyawan 
Bapak Paryanto.   Dalam perjalanan itu perjuangan mendapatkan dukungan  
dan pembinaan Dompet Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT 
Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban 
dan pelatihan-pelatihan dan trainning bagi Menejer dan Karyawan. Setelah 
berjalan hampir 2 tahun kami  berfikir untuk membuat Badan 
Hukum/Legalitas Usaha yang waktu itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV 
atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk itu alternatif termudah adalah Koperasi. 
Maka kami pun tergerak untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi 
dan resmilah terbentuk Koperasi dengan Nama KSU (Koperasi Serba Usaha 
Dana Mentari) dengan SK Dari kemenkop  sebagai berikut : 
No.     : 13246/BH/KWK.11/IX/1997 
Tanggl    : 15 September 1997 
Pengurus di Anggaran Dasar Sbb       
Ketua    :  M.Sutopo Aji 
Wakitl Ketua    :  Drs. Zaenuri Ahmad 
Sekretaris    : Indiyani NC 
Bendahara    : Khomsahtun 
Bendahara II    : Eko Suprapto 
Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. 
Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi kamipun mendapat binaan-binaan 
manajemen dan keuangan  diantaranya adanya proyek P2 KER yang waktu 





tahun 1998 dapat Proyek P3 T yang waktu itu karyawan diikutkan dalam 
proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp 
300.000,00(Tiga Ratus Ribu Rupiah) 
Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, 
Indiyani NC dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas 
Koperasi dimana kami diberi hak untuk menjual beras waktu itu dan bisa 
memperoleh keuntungan yang lumayan. Alhamdulillah dengan bantuan  
Dinas Koperasi dan Dukungan dari para Anggota  KSU BMT Dana Mentari 
Purwokerto bisa menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 
kami sudah bisa membagikan laba kepada Anggotanya tahap demi tahap 
sampai sekarang ini. 
 
2. Visi dan Misi BMT Dana Metari Muhammadiyah Purwokerto 
a. Visi  
“Menjadi lembaga keuangan ekonomi syariah yang handal” 
b. Misi  
1) Pemberdayaan Ekonomi syariah 
2) Peningkatan Sumber Daya Manusia 

















3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
 










4. Produk dan Layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
a. Pelayanan Simpanan 
1) Simpanan dengan Bagi Hasil 
a) Simpanan Umat 
Simpanan umat merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat 
dipergunakan oleh BMT dimana anda akan mendapatkan bagi 
hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa 
diambil sewaktu-waktu. 
b) Simpanan Pendidikan 
Simpanan pendidikan merupakan simpanan yang diperuntukan 
bagi anda para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 
c) Simpanan Pesiapan Qurban 
Simpanan Qurban merupakan smpanan yang ditujukan untuk 
ibadah penyembelihan Qurban. Bisa perorangan maupun 
kelompok majlis ta’lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat 
menjelang hari Raya Idul Adha. 
d) Simpanan Walimah 
Simpanan Walimah merupakan simpanan yang disediakan untuk 
pernikahan anda dengan calon suami/istri anda dan akan 
mendapatkan bagi hasil tiap bulan. Dana tersebut boleh diambil 
menjelang hari pernikahan. 
e) Simpanan Hari Tua 
Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan dihari tua atau masa 
pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan. 





Simpanan Haji/Umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk 
ibadah Haji/Umroh. 
 
g) Simpanan Ibu Bersalin 
Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan 
putra-putrinya. 
Semua jenis simpanan diatas, setoran awal minimal Rp 
10.000,- dan selanjutnya Rp 5.000,- . Nisbah untuk seluruh 
simpanan adalah 35 : 65. 
 
2) Simpanan Berjangka 
Simpanan berjangka merupakan, simpanan dana pihak 
ketiga baik perorangan, lembaga pendidikan, masjid dll, yang 
besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh 
dilakukan pada tanggal jatuh tempo, apabila diluar ketentuan maka 
akan dikenakan biaya pinalty sebesar 25% dari bagi hasil yang 
dibagikan pada bulan terakhir. 
Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan 
Jumlah minimal Rp 1.000.000,- 
Nisbah bagi hasil 
1 bulan        = 38 : 62 
3 bulan        = 40 : 60 
6 bulan        = 45 : 55 
12 bulan      = 50 : 50 
3) Simpanan Wadiah dan ZIS 





Baik perorangan maupn badan hukum yang harus dijaga 
dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki . Pemilik 
dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya 
memberikan bonus kepada pemilik dana. 
b) ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) 
Simpanan amanah hari akhir meripakan simpana amanah 
yang merupakan zakat, infak, shadakah, dan wakaf. Dimana BMT 
akan menyalurkan ke para mustahik / orang yang berhak 
menerimanya. 
 
b. Pelayanan Pembiayaan 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan produk pembiayaan 
dengan akad sebagai berikut: 
1) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli) 
Pembiayaan murabahah adalah pembiayan untuk pembelian 
barang-barang produktif maupun konsumtif dengan prinsip jual 
beli. Dimana harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan 
margin keuntungan diinformasikan dan disepakati dalam akad oleh 
kedua belah pihak (debitur dan BMT). 
2) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) 
Mudharabah adalah pembiayaan untuk investasi modal kerja, 
dimana BMT menyerahkan sejumlah dana kepada anggota dan atas 
penyertaan modal tersebut, BMT mendapat bagi hasil setiap 
bulannya dari pendapatan usaha anggota dengan besar pembagian  
3) Pembiayaan Ijarah (Sewa Beli) 
Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa 
manfaat dari suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan hak 
kepemilikan atas barang tersebut berdasarkan persetujuan atau 





(operating lease) ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
mengembangkan akad ijarah menjadi al ijarah al muntahiya 
bittamlik (IMBT) dimana dalam akad IMBT ini pada akhir periode, 
kepemilikan barang berpindah kepada debitur. Produk pembiayaan 
dengan akad ini biasa dipakai untuk akad sewa kendaraan, dimana 
pada akhir periode kendaraan menjadi milik penyewa. 
4) Pembiayaan Musyarakah 
Pembiyaan Musyarakah (Syrkah) adalah suatu bentuk akad 
kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk 
menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – 
masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan 
manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi 
penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. 
5) Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) 
Adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip 
syariah. Debitur hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah 
(biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Untuk 
produk pembiayaan ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah baru 
menerima  gadai untuk emas antam 24 karat saja. 
6) Pembiayaan Al-Qardh (Pinjam Meminjam) 
Adalah pembiayaan yang bersifat sosial, dimana BMT Dana 
Mentari Muhammadiyah tidak meminta imbalan kepada debitur 











c. Pelayanan Lain-Lain 
Selain melayani penerimaan Simpanan dan Pembiayaan, BMT 




4) Cicilan kendaraan (WOM, BAF, MCF, MAF) 
5) Penjualan Pulsa (All Operator) 
6) Penjualan Tiket Kereta Api 








B. Penerapan Prinsip Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dana 
Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
Berdasarkan  PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN 
USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH 
KOPERASI, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 
usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dimana penerapan prinsip koperasi menurut 
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN 
PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI, meliputi standar operasional 
manajemen dan standar operasional prosedur.  
Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman kerja sehari-hari dari koperasi 
yang sekaligus penjabar dan penterjemah dari nilai-nilainya. Dari pelaksanaan 
prinsip-prinsip tersebut kita mengetahui bahwa koperasi adalah lembaga yang 
tidak bebas nilai dan penerapan prinsipprinsip sekaligus juga pelaksanaan nilai-
nilai tersebut. 
Pertama, standar operasional manajemen terbagi menjadi stadar 
operasional manajemen usaha dan standar operasional manajemen  kelembagaan. 
Standar operasional manajemen usaha sebagaimana dimaksud Permen Koperasi 
dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas: 
1) Penghimpunan dan penyaluran dana; 
Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto hadir sebagai penghimpun dan penyalur dana. 
Hal ini dilaksanakan dengan adanya beberapa produk simpanan dan 





qardh, ar rahn. Selain itu terdapat dua jenis pelayanan simpanan, yaitu 
simpanan dengan bagi hasil dan simpanan wadiah dan ZIS. 
2) Produk pinjaman dan pembiayaan; 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, BMT Dana Mentari 
Muhammidiyah Purwokerto memiliki produk pembiayaan. Dimana sistem 
pembiayaan dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan 
persaudaraan islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. 
3) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan; 
Adapun beberapa syarat bagi calon penerima pembiayaan yang 
ditetapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto antara lain : 
a) Fotocopy KTP suami istri 
b) Fotocopy KK dan rekening listrik 
c) Jaminan BPKB/SHM 
d) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap 
e) Persyaratan administrasi lainnya  
4) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain 
Pelayanan kepada unit atau kantor layanan sifatnya hanya 
meminjamkan dalam bentuk wadiah bukan pembiayaan. Jadi, ketika ada unit 
atau kantor layanan yang kekurangan dan bisa meminta bantuan kepada 
yang lebih atau memiliki dana lebih dan kemudian akan dikoordinasikan 
oleh kantor pusat. 
5) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan 
Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto batas 
maksimum pembiayaan untuk anggota untuk saat ini sebesar Rp 
500.000.000,-. 
6) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memberlakukan 





kebutuhan kantor atau bisa mencover biaya administrasi ATK atau biaya 
tenaga kerja. 
7) Agunan 
Salah satu syarat yang telah dijelaskan pada poin omor 3 (tiga) adalah 
adanya jaminan BPKB/SHM. Adanya agunan adalah agar penerima 
pembiayaan menjaminkan atau menitipkan kepada pemberi pembiayaan 
yang disii adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang 
diterima jika penerima pembiayaan tidak dapat mengembalikan pinjaman 
atau memenuhi kewajiban penerima pembiayaan tersebut. 
8) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai beberapa 
pembiayaan yang ada atau yang disediakan oleh BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto, bahwa lamanya pengembalian pembiayaan 
maksimal adalah 15 tahun. 
9) Analisis pinjaman dan pembiayaan 
Pembiayaan diberikan kepada anggota  dengan memperhatikan 
beberapa hal antara lain yaitu lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha. Selain 
pertimbangan tersebut, BMT Dana Mentari Purwokerto juga memberikan 
batasan pembiayaan, batasan pembiayaan ini disesuaikan dengan jenis 
pembiayaannya. 
10) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi 
Pembinaan yang dilakukan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto kepada anggotanya yaitu pengembangan Sumber Daya  Manusia 
(SDM) melalui diklat. 
11) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah 
Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang sangat penting 
bagi suatu kegiatan lembaga keuangan, karena pembiayaan itu sendiri adalah 
kegiatan utama lembaga keuangan tersebut dalam mencari keuntungan. 





nasabah, ada pembiayaan untuk kegiatan konsumtif dan ada pula 
pembiayaan untuk modal usaha. Untuk mengurangi adanya risiko 
pembiayaan tersebut, suatu lembaga keuangan syariah harus menerapkan 
manajemen risiko secara baik. 
Apabila pembiayaan mengalami kesulitan, pihak BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan musyawarah dengan anggota, 
dimana pihak BMT akan memberikan revitalisasi pembiayaan, dengan cara 
reschedulling berupa penjadwalan kembali pembayaran utang atau 
melakukan reconditioning berupa perubahan syarat yang ada pada akad 
awal, dengan membuat akad baru. Apabila semua cara revitalisasi yang 
diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal 
yang tidak bisa terelakkan. 
Berdasarkan tinjauan hukum Islam, baik di BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto menggunakan konsep secara damai (aṣ-Ṣulh). 
Konsep aṣ-Ṣulh dilakukan dengan pendekatan kepada anggota untuk 
mengetahui permasalahan yang dialami anggota, penagihan secara 
intensif/penagihan langsung atau turun lapangan untuk mencari solusi dari 
permasalahan tersebut, setelah itu memberi surat peringantan. Dengan 
pendekatan dan memberi surat peringatan anggota masih belum bisa 
membayar pembiayaannya maka memberi keringanan dengan penjadwalan 
kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Konsep aṣ-Ṣulh 
kemudian diadopsi dan dirumuskan lebih implementatif oleh Fatwa DNS 
MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 47/DSNMUI/II/2005 
tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian piutang bagi anggota yang 
tidak mampu membayar, sebagai pedoman BMT dalam penyelesaian 
pembiayaan bermasalah 
Secara umum, terdapat 7 (tujuh) jati diri koperasi berdasarkan Undang-





1) Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela  
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis  
3) Anggota berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi  
4) Adanya otonomi dan kemandirian  
5) Pendidikan, pelatihan dan penerangan  
6) Kerjasama antara koperasi  
7) Memiliki kepedulian terhadap masyarakat  
Sesuai dengan 7 (tujuh) jati diri koperasi sesuai dengan Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana salah satunya merujuk pada 
keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Masyarakat yang ingin menjadi 
anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bergabung dengan 
sukarela, mengisi formulir dan membayar iuran pertama. Biasanya, anggota pada 
BMT berasal dari nasabah yang akhirnya masuk menjadi anggota sukarela. 
Pengelolaan dilakukan oleh anggota dan anggota secara aktif 
berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan koperasi. Indikatornya 
: (1) anggota aktif dalam menysun rencana kerja dan RAPB, (2) anggota 
berperan aktif dalam RAT, (3) anggota melaksanakan pengawasan, (4) anggota 
aktif dalam memecahkan masalah. Yang mana keaktifan anggota ini juga 
merupakan pertimbangan bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
untuk menentukan besarnya SHU (Sisa Hasil Usaha) yang diterima anggota. 
Partisipasi ekonomi anggota adalah anggota menyumbangkan secara adil 
terhadap modal koperasi dan mengendalikannya secara demokratis. Indikatornya 
adalah: (1) pelunasan simpanan pokok, (2) pelunasan simpanan wajib dan 
sukarela, (3) anggota ikut dalam pengambilan keputusan, (4) anggota aktif 
bertransaksi usaha koperasi dengan usaha anggota. 
Otonomi dan kemandirian yaitu koperasi secara mandiri membangun dan 





Mentari Muhammadiyah Purwokerto membuat perencanaan dan kemudian 
melaksanakannya, kemudian membuat/melaksanakan analisis tentang 
solvabilitas dan likuiditas untuk melihat kesehatan keuangan. 
Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, pada BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto, presentasi keaktifan anggota sangat 
diperhitungkan, yaitu sebesar 80%. Selanjutnya anggota juga melaksanakan 
diklat guna pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Anggota, yang 
mengalami pembiayaan bermasalah akan dilakukan beberapa hal seperti 
penanganan, kemudian surat pembinaan. 
Kerjasama diantara koperasi-koperasi yaitu koperasi mampu memberikan 
pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan 
bekerjasama melalui struktur struktur lokal, regional, nasional dan internasional. 
Indikatornya adalah (1) Kerjasama usaha secara horizontal, (2) Kerjasama usaha 
secara vertikal dan (3) Interlending keuangan antara koperasi. Yang mana pada 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto biasanya dalam bentuk titipan 
atau simpanan dana. 
Kepedulian terhadap komunitas, yaitu koperasi bekerja bagi 
pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas melalui 
kebijakan yang disetujui anggota anggotanya. Salah satu kegiatan yang pernah 
dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah kegiatan 
bersama PMI Banyumas dan pembagian sembako bersama mahasiswa KKN. 
Selain itu, BMT Dana Mentari Purwokerto membangun kepedulian terhadap 
masyarakat dengan cara dibentuknya dana ZIS atau dana sosial , pemberian 
beasiswa, sumbangan-sumbangan kegiatan masyarakat, pengadaan nasi Jum’at, 







C. Analisis Penerapan Prinsip Koperasi Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto didirikan oleh 6 orang 
yaitu Achmad Sobirin, M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro Husodo, dan 
Nanang Yulianto. Di bawah binaan YBMM (Yayasan Baitul Maal 
Muhammadiyah) maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 
diresmikan pada 1 Oktpber 1995. Yang mana dalam SK tersebut masa susunan 
kepengurusan berlaku untuk 2 tahun dan bisa diangkat kembali atau disesuaikan 
dengan anggaran dasar BMT Dana Mentari. Berjalan 2 tahun, dibuatlah legalitas 
usaha yaitu koperasi melalui Dinas Koperasi dan terbentuklah KSU (Koperasi 
Serba Usaha) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan SK dari 
kemenkop No.13246/BH/KWK.11/IX/1997 pada tanggal 15 september 1997. 
Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi, BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan binaan-binaan manajemen dan 
keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang didanai sebesar 
Rp5000.000,00. Kemudian, tahun 1998 terdapat proyek P3 T yang diikuti oleh 3 
karyawan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan diberi hak 
untuk menjual beras dengan mendapatkan keuntungan. 
Hal tersebut juga dapat dilihat dengan bagaimana aset BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto diolah. Dengan aset yang mengikuti perkembangan 
dengan menjalin hubungan sebagai mitra untuk menjadi anggota, dimana aset 
terkait pembiayaan menjadi aktiva produktif dan aktiva tetap. Dimana bertahap 
selama kurang lebih 25 tahun dengan aset sebesar 700 miliar.  
Sebagaimana pada prosedur pengesahan dan pendirian usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan syariah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
sebagai KSU atau Koperasi Serba Usaha sesuai dengan Permen Koperasi dan 
UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 dapat dilihat bahwa BMT dana 





BMT Dana Mentari Purokwerto telah menerapkan prinsip koperasi sebagaimana 
yang tercantum dalam Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 , BAB I pasal 1 didalamnya terdapat syarat yaitu 
koperasi yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang mana 
BMT Dana Mentari Purwokerto didirikan oleh 6 orang yaitu Achmad Sobirin, 
M.Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan  Nanang Yulianto. 
Dengan modal awal Rp 2.000.000 dari 20 orang aanggota sebagai simpanan 
pokok. Dengan legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmilah terbentuk Koperasi 
dengan Nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK Dari 
kemenkop  13246/BH/KWK.11/IX/1997 pada tanggal 15 September 1997.  
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai USPPS (Unit 
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) bergerak di bidang usaha simpan 
pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk mengelola zakat, 
infak, sedekah, wakaf yang merupakan bagian dari kegiatan. Pelayanan simpanan 
pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat pada produk-
produk simpanan. Yang pertama simpanan dengan bagi hasil, antara lain yaitu 
simpanan UMMAT yang yang merupakan simpanan pihak ketiga yang dapat 
digunakan oleh BMT dengan bagi hasil pendapatan atas dana yang digunakan 
dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan Pendidikan yang 
diperuntukkan untuk pelajar guna melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Simpanan persiapan qurban bagi perorangan maupun kelompok majelis 
ta’lim untuk persiapan ibadah qurban yang hanya bisa diambil menjelang hari 
Raya Idul Adha. Simpanan walimah yang disediakan untuk calpn suami atau istri 
dan mendapat bagi hasil etiap bulan dengan pengambilan dana menjelang 
pernikahan. Selanjutnya terdapat simpanan hari tua, simpanan haji /umroh, 
simpanan ibu bersalin dan simpanan berjangka. Simpanan berjangka merupakan 
simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, 
masjid dan lain-lain. Yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya 





dikenakan biaya penalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan 
terakhir. Jumlah minimal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu dan nisbah bagi 
hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50).  
Selanjutnya yang ke dua, terdapat simpanan wadiah dan ZIS. Simpanan 
Wadiah yad dhommanah  dimana baik perorangan maupun badan hukum yang 
harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana 
tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberi bonus pada 
pemilik dana. ZIS merupakan simpanan amanah yaitu zakat, infak, shadakah, dan 
wakaf, yang mana BMT akan menyalurkan ke para mustahik atau orang yang 
berhak menerimanya. Dana simpanan ini akan digunakan untuk pinjaman Qordh 
al hasan dan sumbangan kegiatan sosial atau kegamaan. Syarat membuka 
rekening simpanan yaitu dengan mengisi formular dan menyerahkan fotocopy 
KTP atau bukti diri. 
Pelayanan jenis pembiayaan terdapat beberapa produk antara lain 
Murabahah atau jual beli barang pada harga asal dengan ditambah margin yang 
disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Ijarah, merupakan sewa 
manfaat atas sebuah asset, sewa beli (ijarah wan iqtina), dan sewa yang diakhiri 
dengan pemindahan kepemilikan (ijarah muntahiya bi tamlik). Mudharabah, 
yang merupakan akad kerjasama usaha atau perniagaan dengan porsi keuntungan 
dibagi sesuai kesepakatan diawal. Musyarakah, atau kerjasama antar beberapa 
pemilik modal. Qardh, pembiayaan melalui pinjaman harta tanpa mengharapkan 
imbalan. Dan Ar Rahn yang merupakan akad penyerahan barang atau harta dari 
nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagi jaminan Sebagian atau seluruh 
hutang.  
Pembiayaan diberikan kepada anggota baru dengan memperhatikan lokasi 
tempat tinggal dan lokasi usaha. Selain pertimbangan pengajuan pembiayaan, 
BMT Dana Mentari Purwokerto juga memberikan batasan pembiayaan, batasan 
pembiayaan ini disesuaikan dengan jenis pembiayaannya. Akan tetapi pada BMT 





mencapai 500 juta maksimal. Pada saat pengajuan pembiayaan tidak dikenakan 
biaya administrasi. Akan tetapi, jika setelah dianalisa dianggap layak mendapat 
pembiayaan maka akan dikenakan biaya administrasi yang kemudian akan 
dilakukan pada saat akad. 
Selain dengan mempertimbangkan asas 5c, pemberian pembiayaan pada 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga berdasarkan ikatan 
persaudaraan dan tolong menolong sesama muslim dengan tetap adanya koridor 
batasan. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi dimana kegiatan berdasarkan 
dengan asas kekeluargaan. 
BMT bergerak sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan prinsip 
koperasi yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dimana dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalahpun, BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto selain melakukan pencegahan juga melakukan penanganan seperti 
pemberian surat peringatan kepada anggota dan melakukan pembinaan. 
Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purokerto, pelayanan 
simpanan terdapat 3 jenis. Yang pertama simpanan dengan bagi hasil yang 
meliputi simpanan umat, simpanan pendidikan, simpanan persiapan qurban, 
simpanan walimah, simpanan umrah/haji, simpanan hari tua,dan simpanan ibu 
bersalin. Yang mana semua produk di atas setoran awal minimal Rp10.000 
dengan nisbah 35:65. Kedua, simpanan berjangka yang terdapat 4 jangka waktu 
jaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan jumlah minimal Rp 
1000.000. Yang terakhir yaitu simpanan wadiah dan ZIS. 
Selanjutnya pada pembiayaan dan pinjaman terdapat beberapa produk 
yaitu murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, rahn, dan al-qardh. Adapun 
syarat pengajuan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto adalah : 





b) Fotocopy Kartu Keluarga 
c) Fotocopy jaminan  
d) Pas foto 4x6 
e) Surat rekomendasi dukungan 
f) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap 
g) Persyaratan administrasi lainnya 
Sebagaimana dimaksud pada Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017, standar operasional manajemen kelembagaan terdiri 
atas: 
1) organisasi dan manajemen KSPPS atau USPPS Koperasi; 
2) Pengelolaan organisasi; 
3) Pengelolaan Aset KSPPS dan USPPS Koperasi; 
4) Pembagian dan penggunaan SHU; 
5) Prosedur penutupan USPPS Koperasi; dan 
6) Prosedur pembubaran KSPPS. 
 
Selanjutnya, yang dimaksud standar operasional prosedur pada Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan  mengenai beberapa proses penyelenggaraan 
kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berisi cara 
melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan Pengurus 
atau Pengelola Koperasi yang berperan dalam suatu kegiatan. 
Bagi koperasi, untuk jenis Simpan Pinjam (Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah) dipersyaratkan modal minimal sebesar Rp25.000.000,00. Jika anggota 
pendirinya berjumlah 25 orang maka simpanan pokok masing-masing anggota 
sebesar Rp1000.000,00. Sementara bagi koperasi syariah meskipun tidak 
dipersyaratkan harus disediakan modal secukupnya atau minimal sebesar 
RP15.000.000,00. Jika modal tersebut belum terkumpul maka dapat pula 





(Kelompok Swadaya Masyarakat) Syariah yang kegiatannya hanya terbatas 
beberapa anggota yang terhimpun dalam sebuah kelompok (Buchori, Harto, & 
Wibowo, 2019).  
Komponen modal awal koperasi dapat bersumber dari simpanan pokok, 
simpanan wajib dan modal hibah. Semakin besar modal koperasi maka akan 
semakin baik operasional koperasi syariah untuk menjadi besar. Anggaran dasar 
koperasi, biasanya sudah disiapkan oleh pihak kantor Dinas Koperasi yang 
merupakan standar usaha bagi koperasi, akan tetapi bagi koperasi yang berbasis 
syariah perlu adanya penyesuaian terutama pada mekanisme kerjanya dan 
prinsip operasionalnya.  
Bagi pengelola koperasi yang berbasis syariah dapat pula disesuaikan 
pada anggaran rumah tangga dan mengacu pada anggaran dasar koperasi yang 
ada dengan menambah aspek-aspek operasional secara syariahnya (Buchori, 
Harto, & Wibowo, 2019). 
Selanjutnya, terkait dengan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang 
disesuaikan dengan anggaran dasar. 50% untuk jasa anggota, 25% untuk dana 
cadangan, dan terdapat dana pengurus, pendidikan, dan dana sosial.  
Selain itu kewajiban adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Pada 
BMT Dana Mentari Muhammadiyah purwokerto terdapat Dewan Pengawas 
Syariah yang diketuai oleh Faturrahman IZ, S.Pt. dengan beranggotakan Idang 
Heru Sukoco dan Hananto Pramoenindyo. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 
2 butir ke 14 Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi 
pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor Jaringan Pelayanan. Pada 
kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, terdapat logo Gerakan 
koperasi di papan nama kantor pusat. 
Pemilihan pengurus oleh anggota yang dilakukan setiap satu tahun sekali 
pada saat rapat anggota. Secara umum kegiatan ini membahas mengenai laporan 
kegiatan satu tahun, program kerja, rencana anggaran, dan pemilihan pengurus. 





melakukan kewajiban, anggota juga mendapat beberapa hal dari BMT seperti 
adanya pengembangan SDM melalui diklat yang diikuti oleh anggota. Serta 
adanya pembinaan akhlak, ilmu, dan ketrampilan yang dilakukan rutin setiap satu 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 
koperasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dari rumusan 
masalah penelitian , maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan 
yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Standar operasional manajemen pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto telah menetapkan standar operasional sesuai dengan Permen 
Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terdiri atas: 
a) Penghimpunan dan penyaluran dana; 
b) Produk pinjaman dan pembiayaan; 
c) Persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan; 
d) Pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain 
e) Batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan 
f) Biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan 
g) Agunan 
h) Pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan 
i) Analisis pinjaman dan pembiayaan 
j) Pembinaan Anggota oleh KSPPS atau USPPS Koperasi 
k) Penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah 
2. Standar operasional prosedur menurut Permen Koperasi dan UKM 
Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 yang diterapkan oleh BMT Dana 
Mentari Muhammadiyah Puwokerto meliputi serangkaian instruksi 






3. Selain berdasarkan Permen Koperasi dan UKM Nomor 
11/Per/M.KUKM/XII/2017 BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto juga menerapkan 7 (tujuh) jati diri koperasi berdasarkan 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 
4. Selain bergerak sesuai dengan berlandaskan asas kekeluargaan, BMT 
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga bergerak sesuai dengan 
prinsip syariah yang mana tentu saja terdapat pada berbagai produk 






















B. Saran  
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka 
dapat disarankan sebagai berikut: 
1. Adanya peningkatan atau pemaharuan serta kelengkapan data pada website 
resmi BMT Dana Mentari Purwokerto mengenai profile BMT yang mana 
sudah bergerak sangat sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hal ini 
dilakukan mengingat kondisi disaat sekarang yang mana masyarakat selalu 
mengakses informasi melalui ponsel atau media sosial. Selain itu, 
diharapkan juga dapat tetap menarik perhatian dan minat masyarakat. 
2. Peningkatan maupun perluasan kerjasama dengan pihak atau koperasi lain 
melalui usaha simpanan maupun pembiayaan. Yang mana masih sangat 
minim hanya sebatas kerjasama antar unit atau kantor layanan yang masih 
sekedar dalam pentuk penghimpunan atau titip dana. 
3. Kegiatan sosial yang beragam namun kurang melibatkan anggota, yang 
mana sebenarnya kegiatan sosial yang melibatkan anggota juga dapat 
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Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 
Tanggal : 13 Mei 2020 
1. Pada Div. Operasional, apakah setiap tahun terdapat strategi pengembangan 
terkait Rencana kerja (baik terkait SOP ataupun hal-hal yang mendorong 
motivasi kerja pada karyawan) dan Anggaran tahunan? jika iya berikan 
alasannya 
2. Apakah struktur dan kepengurusan masih sama seperti yang terdapat di web 









3. pada setiap pemasaran, penggunaan strategi apa yang paling sering 
digunakan? Dan apakah anggota terus mengalami pertumbuhan? jika iya 
bolehkan penulis meminta tabel atau kurva pertumbuhan anggota ? 
4. dalam rangka mengurangi risiko operasional apakah terdapat CPPA 
(Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva) ? jika iya, berapa persen untuk 
pembiayaan lancar pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan 
tingkat pengembaliannya,  pembiayaan macet 




tanggal : 22 februari 2021 
1. bahwa awalnya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mendapat 
proyek binaan dengan didanai sebesar 5 juta. Maka untuk modal awal BMT 
sendiri itu berapa dan dari mana berasal? 
2. Bagaimana secara umum pengelolaan aset BMT ? 
3. Bagaimana secara umum pembagian dan penggunaan SHU? 
4. Pada saat pengajuan pembiayaan oleh anggota, apakah BMT sebelumnya atau 
sesudahya menganalisi data si pengaju pembiayaan ? 
5. Berapakah batas maksimum pembiayaan ? 
6. Adakah biaya administrasi pengajuan pembiayaan ? 






Tanggal : 7 Juli 2021 
1. Apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan pelayanan 
pembiayaan kepada unit lain ? 
2. Adakah batasan maksimum pembiayaan? 
3. Berapakah biaya administrasi pembiayaan ? 
4. Berapakah jangka waktu pengembalian pembiayaan ? 
5. Apakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan kerjasama 
antar koperasi ? 
6. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, apakah BMT Dana Mentari 
















Lampiran 2 Bukti bimbingan online 
   
Bimbingan ke-1         Bimbingan ke-2 









10 April 2021 
 
Bimbingan ke-4 
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